
 

BUPATI SUMEDANG  

PROVINSI JAWA BARAT  
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 62 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODI, RAPID TEST 

ANTIGEN-SWAB, DAN  REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION PADA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 

2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Sumedang, perlu adanya pelayanan pemeriksaan Rapid 

Test Antibodi, Rapid Test Antigen-Swab, dan  Real Time 
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi penunggu pasien 

dan masyarakat atas permintaan sendiri/mandiri; 
b. bahwa pelayanan pemeriksaan Rapid Test Antibodi, Rapid 

Test Antigen-Swab, dan RT-PCR sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan 

yang memadai melalui pengaturan besaran tarif dengan 
mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan 

layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan 
kepatutan, dan kompetisi yang sehat;  

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) 

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan 

diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan 
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,  perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan 

Rapid Test Antibodi, Rapid Test Antigen-Swab, dan  Real 
Time Polymerase Chain Reaction pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Sumedang; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004   tentang   Sistem  

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

 
 

11. Peraturan … 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 3447);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 442); 
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi 

Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1968); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020             

Nomor 1781);   
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

Hk.01.07/Menkes/4344/2021 tentang Petunjuk Teknis 
Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara 
Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

 
 
 20. Peraturan … 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 

2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2014 Nomor 10); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); 
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47); 

   
  MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN 

PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODI, RAPID TEST ANTIGEN-

SWAB, DAN  REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 

SUMEDANG. 
   

  Pasal 1 
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran Tarif 
Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, Rapid Test 

Antigen-Swab, dan  Real Time Polymerase Chain Reaction pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dengan 

rincian sebagai berikut: 
a. pemeriksaan Rapid Test Antibodi/Anti SARS-COP 2  IgG 

IgM sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
b. pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab/Antigen SARS COP 

2 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); 
dan 

c. pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction/RT PCR 
SARS-COV 2 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh 

lima ribu rupiah). 
 

  Pasal 2 
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, Rapid Test 

Antigen-Swab, dan  Real Time Polymerase Chain Reaction 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi: 

a. penunggu pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang; dan 

b. masyarakat atas permintaan sendiri/mandiri. 

   
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 
 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 23 Juni 2021 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 
 

Diundangkan di Sumedang  

pada tanggal 23 Juni 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 

HERMAN SURYATMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 62 
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